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RINGKASAN 

Penelitian ini berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR 

TERHADAP AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN YANG TIDAK 

DIDAFTARKAN”. Isu Hukum dalam Penelitian ini adalah : 

1. Apakah akibat hukum tidak didaftarkannya APHT terhadap Kreditur ? 

2. Apakah bentuk perlindungan hukum bagi kreditur atas APHT yang tidak 

didaftarkan ? 

Sebagaimana dengan isu hukum yang dikaji, maka penelitian ini merupakan 

penelitian hukum yang bersifat normatif dengan menggunakan metode 

pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual 

(conseptual approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder, langkah penelitian tesis ini adalah pertama-

tama peneliti menetapkan isu hukum yang menjadi acuan pokok dalam 

pembahasan selanjutnya dari isu hukum tersebut, peneliti mencari dan 

mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder selanjutnya 

bahan hukum yang telah terkumpul tersebut diolah dengan cara mengklarisifikasi 

berdasarkan isu hukum yang digunakan dan mensistematisasi kemudian dilakukan 

analisis dan disimpulkan. 

Dari hasil penelitian terhadap isu hukum yang dikaji dan dianalisis dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Akibat Hukum terhadap APHT yang tidak didaftarkan oleh Pejabat 

Pembuat Akta Tanah ke Kantor Pertanahan adalah tidak akan lahir 

Sertifikat Hak Tanggungannya. 



 

2. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada para kreditur atas APHT yang 

tidak didaftarkan adalah dalam hal penjualan objek hak tanggungan 

melalui pelaksanaan penjualan dibawah tangan, dan apabila dilakukan 

penjualan dibawah tangan (tanpa melalui lelang) hal ini dapat dilakukan 

dengan adanya kesepakatan dari para pihak. 

Maka dari itu berdasarkan hasil penelitian atas isu hukum diatas maka saran 

dari penulis yaitu : 

1. Kepada Kreditur dapat memberikan kontribusi dalam hal pemberian 

pencairan kredit agar dilakukan setelah APHT didaftarkan agar kreditur 

memiliki kedudukan sebagai kreditur preferent serta agar lebih mengawasi 

pihak Notaris/PPAT dalam mencegah tidak didaftarkannya APHT maupun 

dalam pelaksanaan pendaftaran APHT tersebut. 

2. Kepada Pemerintah agar segera membuat produk hukum yang memuat 

sanksi yang lebih tegas dari pada sekedar sanksi administratif terhadap 

PPAT rekanan bank yang lalai melaksanakan kewajiban untuk 

mendaftarkan APHT 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRAK 

Tesis ini mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi Kreditur terkait 

Adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan yang tidak didaftarkan Serta 

menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan 

perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual 

(Conceptual Approach). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Hasil 

penelitian menunjukan bahwa akibat hukum dari tidak didaftarkannya Akta 

Pemberian Hak Tanggungan (selanjutnya disebut APHT) terhadap perjanjian 

kredit perbankan yang dibuat para pihak dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat 

Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT) adalah kreditur tidak memiliki 

kedudukan yang diutamakan.  

Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Kreditur 

sebagai bentuk antisipasi tidak didaftarkannya APHT adalah dengan 

penandatanganan akta kuasa menjual pada saat akad kredit. Hak Kreditur 

terhadap benda jaminan dalam hal APHT tidak didaftarkan yaitu tidak 

memberikan hak saling mendahului dibandingkan dengan Kreditur 

lainnya.Tujuan dari pembebanan Hak Tanggungan adalah dalam rangka 

memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada semua pihak 

(khususnya Kreditur) dan juga untuk memenuhi asas publisitas. Pasal 1 ayat (1) 

Undang-Undang Hak Tanggungan mengatur ketentuan mengenai pemberian 

Hak Tanggungan dari Debitur kepada Kreditur sehubungan dengan hutang 

yang dijaminkan dengan Hak Tanggungan. Pemberian hak ini dimaksudkan 

untuk memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Kreditur yang 

bersangkutan (Kreditur preferent) dari pada Kreditur-Kreditur lain.  

Dengan demikian pemberian Hak Tanggungan adalah sebagai jaminan 

pelunasan hutang Debitur kepada Kreditur sehubungan dengan perjanjian 

pinjaman/kredit yang bersangkutan. Hak Tanggungan tidak akan lahir tanpa 

adanya pendaftaran APHT. Namun pada prakteknya masih dijumpai beberapa 

oknum PPAT yang terlambat mendaftarkan APHT ke Kantor Pertanahan 

dengan berbagai alasan, tentu saja hal ini akan merugikan pihak Kreditur 

sebagai pemberi kredit. 

 

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Hak 

Tanggungan. 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This thesis examines the legal protection for Creditors Associated With 

Unregistered Assignment Deed Certificate And uses normative juridical 

research with Statute Approach and Conceptual Approach. The results of this 

study conclude that the results of the study show that the legal consequences of 

non-registration of Deed of Assignment Rights (hereinafter referred to as 

APHT) to the banking credit agreement made by the parties before the Notary / 

Land Deed Authority (hereinafter referred to as PPAT) is the creditor has no 

priority position .  

The form of legal protection that can be given to Creditors as a form of 

anticipation is not registered APHT is by the signing of the deed of power sell 

at the time of the credit agreement. The right of a banking creditor to a 

guaranteed item in the case of APHT is not registered ie does not grant the 

right of each other to be compared to the other Creditor. The purpose of 

imposition of Mortgage Rights is in order to provide protection and legal 

certainty to all parties (especially Creditor) and also to fulfill the principle of 

publicity. Article 1 paragraph (1) of the Mortgage Rights Act provides 

provisions concerning the granting of a Debtor's Rights from the Debtor to the 

Creditor in connection with the debt secured with the Deposit Rights. The grant 

of this right is intended to provide the preferred position to the creditor 

concerned (preferred creditors) to the other Creditors.  

Thus, the granting of the Deposit Rights is a guarantee of debt settlement 

of Debtor to the Creditor in connection with the loan / credit agreement 

concerned. Deposit Rights will not be born without the registration of APHT. 

But in practice there are still some unscrupulous PPAT who register APHT to 

the Land Office for various reasons, of course this will hurt the creditors as 

creditors. 

Keyword :Legal Protection, Land Deed Officer, Deposit Rights. 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Simpulan 

1. Akibat Hukum terhadap APHT yang tidak didaftarkan oleh Pejabat Pembuat 

Akta Tanah ke Kantor Pertanahan, tidak membuat APHT menjadi batal demi 

hukum, Hak Tanggungan tetap didaftarkan ke Kantor Pertanahan. Mengenai 

keterlambatan dalam mengirimkan APHT, hal ini sangat beresiko jika 

dikemudian hari ada permohonan sita jaminan dari pengadilan atas obyek Hak 

Tanggungan tersebut dan akan menempatkan kreditor penerima Hak 

Tanggungan belum memiliki preferensi bagi pelunasan piutangnya, atau masih 

menjadi kreditor konkuren. Kepada Pekabat Kantor Pertanahan dan PPAT 

yang bersangkutan bertanggung jawab atas keterlambatan tersebut dan dapat 

dikenai sanksi sesuai ketentuan yang ada. 

2. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada para kreditur atas APHT yang 

tidak didaftarkan adalah dalam hal penjualan objek hak tanggungan melalui 

pelaksanaan penjualan dibawah tangan, dan apabila dilakukan penjualan 

dibawah tangan (tanpa melalui lelang) hal ini dapat dilakukan dengan adanya 

kesepakatan dari para pihak. 

 

 

 



 

4.2 Saran 

1. Kepada Kreditur dapat memberikan kontribusi bagi kreditur dalam hal 

pemberian pencairan kredit agar dilakukan setelah APHT didaftarkan agar 

kreditur memiliki kedudukan sebagai kreditur preferent serta agar lebih 

mengawasi pihak Notaris/PPAT dalam mencegah tidak didaftarkannya APHT 

maupun dalam pelaksanaan pendaftaran APHT tersebut. 

2. Pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT agar lebih  ditingkatkan lagi agar 

terwujud PPAT yang profesional dan peningkatkan sumber daya manusia 

Kantor Pertanahan yang terlibat dalam kegiatan pendaftaran tanah pada 

umumnya maupun pendaftaran Hak Tanggungan. 
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